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Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keadaan gerakan KB ditinjau dari faktor umur, pendidikan, pekerjaan,
budaya, dan kualitas pelayanan akseptor KB di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
Populasinya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah menikah minimal 5 tahun dan sudah memiliki anak,
dan sampelnya 40 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar wawancara dan teknik analisis
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sebagian besar PUS (47,50%) melangsungkan pernikahan usia 25-29
tahun dengan jumlah anak lebih dari dua orang, 2) Pada umumnya PUS (55,00%) berpendidikan SMA dengan
jumlah anak lebih dari 2 orang 3) Pada umumnya (37,50%) ibu-ibu PUS bekerja pada sektor non pertanian
sebagai pembelah ikan, penjahit, IRT, pedagang, pengrajin tenun dengan jumlah anak lebih dari 2 orang, 4)
Budaya Batak memiliki pengaruh dalam pola pikir PUS tentang nilai dan jumlah anak sebagai penerus marga
(100%) 5) ada 6 Kualitas pelayanan akseptor KB yang berpengaruh terhadap ketidakberhasilan gerakan KB yakni
pemilihan metode kontrasepsi yang kurang tepat dalam bentuk suntik (35,00%) atas rekomendasi diri sendiri
(67,50%), kinerja mekanisme pelayanan yang kurang efektif (82,50%) dengan sosialisasi/penyuluhan yang tidak
rutin (1-9 kali dalam setahun), sehingga banyaknya PUS yang memiliki anak lebih dari 2 orang dan tidak berhasil
mengikuti gerakan KB.
Kata Kunci: Keadaan; Gerakan Keluarga Berencana.
Abstract
The purpose of this research is to know the condition of family planning movement in terms of age, education,
occupation, culture, and service quality of family planning acceptors in Parlondut Village, Pangururan District,
Samosir District. The population is a married couples (PUS) who have been married for at least 5 years and already
have children, and the sample is 40 people. Data collection techniques use interview lists and qualitative descriptive
analysis techniques. Result: 1) Most of EFA (47,50%) have married age 25-29 years old with number of children more
than two people, 2) In general, EFA (55,00%) have high school education with children more than 2 people 3 ) In
general (37.50%) EFA mothers work in non-agricultural sectors as fish, tailor, IRT, traders, weavers with more than
2 children, 4) Batak culture has an influence in the EFA mindset about value and the number of children as the
successor of the clan (100%) 5) there are 6 Quality of acceptor service of KB which influence to the non-success of
family planning movement that is less appropriate method of contraception in the form of injection (35,00%) on self
recommendation (67,50%) , less effective service mechanism performance (82,50%) with non-routine socialization /
counseling (1-9 times in a year), so that the number of EFAs who have children more than 2 people and unable to
follow family planning movement.
Keywords: Circumstances; Family Planning Movement.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara
berkembang dengan jumlah penduduk
yang sangat tinggi dan padat. Di dunia,
Indonesia berada pada posisi keempat
dengan laju pertumbuhan tertinggi.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun
2010 adalah 237,6 juta jia dengan wwlaju
pertumbuhan 1,49. Hal ini berarti setiap
tahunnya terjadi pertumbuhan penduduk
sekitar 3,5 juta setiap tahunnya. Jika laju
pertumbuhan tidak ditekankan maka
diperkirakan jumlah penduduk Indonesia
pada tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta
jia (BKKBN, 2007). Hal ini menunjukkan
satu dari dua puluh penduduk dunia
adalah penduduk Indonesia.
Tingkat pertumbuhan penduduk
yang sangat tinggi dan tidak diatur serta
dibatasi, akan berdampak negatif terhadap
bidang kehidupan bidang sosial, ekonomi,
maupun politik, yang pada akhirnya akan
menghambat kegiatan pembangunan
nasional. Permasalahan kependudukan
yang dihadapi Indonesia melahirkan
sebuah konsep pembangunan berwawasan
kependudukan. Upaya pemerintah untuk
mengatasi ledakan penduduk ini, yaitu
dengan suatu program yang dikenal
dengan istilah Gerakan Keluarga
Berencana. Untuk menjalankan tugas ini
pemerintah membentuk suatu lembaga
yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)  yang
mempunyai visi sesuai dengan Undang –
Undang No. 52 tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga yaitu :
terwujudnya keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan antara jumlah, struktur dan
persebaran penduduk dengan lingkungan
hidup baik yang berupa daya dukung alam
maupun daya tampung lingkungan, tetapi
juga dengan kondisi perkembangan sosial
budaya masyarakat dengan motto “Dua
anak cukup, laki – laki dan perempuan
sama saja”
Gerakan Keluarga Berencana
nasional (GKBN) telah berjalan kurang
lebih 40 tahun tidak sepenuhnya berhasil
dalam menuntaskan masalah
kependudukan, hal ini diperlihatkan
pertambahan penduduk Indonesia selama
periode 2005-2014 berjumlah 29.232.215
jiwa atau pertumbuhan penduduk sebesar
1,56% periode 2005-2014. Keadaan ini
disebabkan oleh beberapa faktor yakni
agama, umur, pendidikan, pekerjaan,
budaya, akses pelayanan KB
(keterjangkauan fisik, keterjangkauan fisik,
keterjangkauan ekonomi, keterjangkauan
pengetahuan, keterjangkauan
admmistrasi) dan kualitas pelayanan
akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi,
kualitas pemberian informasi, kemampuan
teknis petugas, hubungan interpersonal,
mekanisme pelayanan dan ketepatan
Konstelasi pelayanan akseptor)  (BKKBN,
2014) .
Kondisi tersebut tidak jauh
berbeda di Provinsi Sumatera Utara yang
memiliki penduduk berjumlah 12.453.594
jiwa pada tahun 2005, dan pada tahun 2014
jumlahnya 13.530.911 jiwa, terkait hal
tersebut maka selama sepuluh tahun
terakhir penduduk Sumatera Utara
bertambah sebesar 1.077.317 jiwa atau
pertumbuhan penduduk sebesar 1,29%
pada periode 2005-2014. Hal ini
menyebabkan Provinsi Sumatera Utara
berada pada posisi keempat dengan
jumlah penduduk terbesar di Indonesia
setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur
dan Jawa Tengah (BPS, 2014). Hal ini
merupakan modal pembangunan jika
dilihat dari kuantitas namun pertumbuhan
penduduk yang terlalu cepat dapat
mengurangi output yang akan dihasilkan
olh setiap penduduk, sehingga menekan
berbagai tingkat kehidupan yang
mengakibatkan perjuangan hidup terasa
sangat sulit. (Budiarto, 1986).
Kabupaten Samosir adalah bagian
dari Provinsi Sumatera Utara yang
memiliki 9 kecamatan, salah satunya
adalah Kecamatan Pangururan yang terdiri
dari 28 Desa. Desa Parlondut merupakan
salah satu desa di Kecamatan ini yang
memiliki jumlah penduduk terbesar.
Menurut data yang diperoleh dari PPKBD
pada tahun 2014, penduduk di Desa ini
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berjumlah 4128 orang atau 945 KK di
antaranya terdapat 624 PUS dengan
peserta KB aktif 429 KK serta banyak usia
PUS memiliki anak lebih dari dua orang
(PPKBD, 2014). Keadaan ini dimungkinkan
oleh faktorumur, pendidikan, pekerjaan,
budaya, akses pelayanan (keterjangkauan
fisik, keterjangkauan ekonomi,
keterjangkauan pengetahuan,
keterjangkauan administrasi) dan kualitas
pelayanan akseptor KB (pilihan metode
kontrasepsi, kualitas pemberian informasi,
kemampuan teknis petugas, hubungan
interpersonal, mekanisme pelayanan dan
ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor).
Sehubungan dengan ini perlu dikaji
keadaan gerakan keluarga berencana di
Desa Parlondut Kecamatan Pangururan
Kabupaten Samosir.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di Desa
Parlondut Kecamatan Pangururan
Kabupaten Samosir. Adapun yang menjadi
alasan peneliti memilih lokasi ini antara
lain karena masih banyak keluarga
pasangan usia subur yang memiliki anak
lebih dari 2 orang dan belum pernah
dilakukan penelitian sebelumnya dengan
permasalahan yang sama oleh peneliti lain
di daerah ini.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh Pasangan Usia Subur yang sudah
menikah minimal selama 5 tahun dan
sudah memiliki anak, yaitu berjumlah 40
PUS yang tersebar di Desa Parlondut.
Mengingat terbatasnya Populasi dalam
penelitian ini maka populasi sekaligus
menjadi sampel atau total sampling.
Variabel dalam penelitian ini adalah
keadaan gerakan keluarga berencana di
Desa Parlondut ditinjau dari  faktor
umur, pendidikan, pekerjaan, budaya,
akses pelayanan (keterjangkauan fisik,
keterjangkauan ekonomi, keterjangkauan
pengetahuan, keterjangkauan
administrasi) dan kualitas pelayanan
akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi,
kualitas pemberian informasi, kemampuan
teknis petugas, hubungan interpersonal,
mekanisme pelayanan dan ketepatan
Konstelasi pelayanan akseptor).
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah teknik komunikasi
langsung. Alat yang digunakan adalah
daftar wawancara yang dilakukan melalui
tanya jawab kepada responden yang telah
terpilih sebagai sampel penelitian secara
langsung dengan menanyakan 29
pertanyaan untuk mendapatkan
keterangan yang dibutuhkan serta
menambah informasi yang dibutuhkan
tentang keadaan gerakan keluarga
berencana di Desa Parlondut yang ditinjau
dari faktor umur PUS, pendidikan,
pekerjaan, budaya, dan kualitas pelayanan
akseptor KB, sehingga diperoleh data-data
keterangan yang  jelas, akurat dan
lengkap.
Teknik analisis data dalam penelitian
ini  adalah teknik analisis data deskriptif
kualitatif, yaitu dengan menganalisis data
secara sistematis yang di bantu dengan
tabel presentasi yang dibuat dalam bentuk
tabel frekusensi, sehingga dapat
memberikan gambaran tentang keadaan
gerakan keluarga berencana di Desa
Parlondut agar mudah untuk dipahami
dan disimpulkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kajian yang dilakukan
diuraikan bahwa data-data mengenai
keadaan gerakan keluarga di Desa
Parlondut ditinjau dari faktor umur,
pendidikan, pekerjaan, budaya dan
kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan
metode kontrasepsi, kualitas pemberian
informasi, kemampuan teknis petugas,
hubungan interpersonal, mekanisme
pelayanan dan ketepatan Konstelasi
pelayanan akseptor).
Keadaan gerakan Keluarga
Berencana di Desa Parlondut ditinjau dari
faktor umur adalah sebagian besar
(47,50%) PUS yang menikah pada umur
25-29 tahun yang mengikuti gerakan KB
dengan jumlah anak yang dilahirkan 1-6
orang,  hal ini berarti bahwa mereka yang
memiliki anak lebih dari 2 orang belum
melaksanakan gerakan KB sesuai yang
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direncanakan oleh Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN, sedangkan
sebagian kecil (7,50%) PUS yang menikah
pada umur 30-34 tahun dengan jumlah
anak yang dilahirkan 2-4 orang, hal ini
berarti PUS yang memiliki anak lebih dari
2 orang belum melaksanakan gerakan KB
sesuai yang telah diharapkan oleh
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN.
Hal ini tidak sesuai dengan teori
yang menyatakan bahwa semakin muda
umur pasangan usia subur pada saat
melangsungkan pernikahan maka semakin
besar pula jumlah anak yang akan
dilahirkan, karena usia menikah
merupakan salah satu unsur yang
menentukan jumlah anak yang dapat
dilahirkan. Semakin muda usia maka akan
semakin panjang masa reproduksi PUS
sehingga akan semakin besar pula peluang
atau kesempatan untuk memiliki anak
dalam jumlah yang besar, jika
dibandingkan PUS yang menikah pada
usia dewasa yakni ≥ 20 tahun.
Sebagian besar PUS didesa ini
menikah ≥25 tahun, hal ini berarti mereka
menikah sudah sesuai dengan UU
perkawinan No.1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa masyarakat indonesia
menurut UU ini diizinkan melangsungkan
pernikahan setelah berumur 21 tahun
begitu juga dengan NKKBS dalam BKKBN
yang menentukan usia PUS untuk
melangsungkan pernikahan yang ideal dan
tepat menikah pada saat berusia 21 tahun
dan melahirkan pada usia berkisar 21-30
tahun. Dengan demikian dapat
dikemukakan bahwa keadaan gerakan KB
yang ditinjau dari faktor umur tidak
menjadi faktor penyebab
ketidakberhasilan gerakan KB di Desa
Parlondut.
Keadaan gerakan keluarga berencana
di Desa Parlondut ditinjau dari faktor
pendidikan dapat dicermati melalui
jenjang pendidikan formal yang pernah
dijalani PUS, baik dari jenjang pendidikan
dasar yakni SD dan SMP, pendidikan
menengah yakni SMA dan Perguruan
tinggi.
Keadaan gerakan KB di Desa
Parlondut ditinjau dari faktor pendidikan
sebagian besar (12,50%) PUS yang
berpendidikan SD dengan jumlah anak 1-8
orang.
Keadaan gerakan KB di Desa
Parlondut ditinjau dari faktor pendidikan
sebagian PUS yang berpendidikan SMP
sebesar (2,50%) dengan jumlah anak yang
dilahirkan 1 orang.
Keadaan gerakan KB di Desa
Parlondut ditinjau dari faktor pendidikan
sebagian PUS yang berpendidikan SMA
sebesar (55,00%) dengan jumlah anak yang
dilahirkan 1-8 orang.
Keadaan gerakan KB di Desa
Parlondut ditinjau dari faktor pendidikan
sebesar (30,00%) PUS yang berpendidikan
PT dengan jumlah anak 1-6 orang.
Dengan demikian dapat
dikemukakan bahwa pada umumnya PUS
yang berpendidikan SD-SMA memiliki
anak lebih dari 2 orang, hal ini berarti
mereka belum berhasil melaksanakan
gerakan KB sesuai harapan Pemerintah
Dinas Kependudukan BKKBN, Bahkan
PUS yang berpendidikan PT dengan
jumlah anak 1-4 orang belum mengikuti
gerakan KB sesuai yang diharapkan oleh
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN.
Hal ini sesuai tidak  dengan teori
yang menyatakan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang maka akan
semakin tinggi pula pola pikirnya terhadap
penentuan jumlah anak, karena bagi
mereka yang berpendidikan tinggi mutu
dan kualitas anak lebih diutamakan dari
pada kuantitasnya sehingga penduduk
yang berpendidikan tinggi akan cenderung
memiliki anak dalam jumlah sedikit
dibanding penduduk yang berpendidikan
rendah, karena penduduk yang
berpendidikan rendah lebih
mengutamakan kuantitas dari pada
kualitas dan mutu anak sehingga
penduduk yang berpendidikan rendah
cenderung memiliki anak dalam jumlah
besar. Jenjang pendidikan akan
mempengaruhi kemampuan masyarakat
untuk memahami dan melaksanakan serta
menerima peraturan yang ada, dalam hal
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bidang kependudukan melalui gerakan KB
atas dasar sukarela tanpa paksaan atas
keinginan sendiri, sebab kebijakan
Gerakan KB sangat menentukan PUS
dalam penggunaan dan pemilihan alat
kontrasepsi secara sukarela dan terus
menerus karena tingkat pengetahuan
seseorang menentukan PUS dalam
memutuskan sesuatu keputusan sehingga
pendidikan dapat berpengaruh terhadap
berhasil tidaknya gerakan KB khususnya
penentuan jumlah anak dan pola pikir
dalam partisipasinya terhadap gerakan
pemerintah khususnya dalam bidang
kependudukan melalui gerakan KB.
Disamping itu tingginya tingkat
pendidikan juga dapat menunda
pernikahan karena pendidikan tanpa
disadari dapat menunda terjadinya
pernikahan usia muda sebab untuk
memasuki jenjang pendidikan yang tinggi
membutuhkan waktu yang tidak sebentar,
sehingga dengan pendidikan yang tinggi
PUS akan menyadari pentingnya
pelaksanaan gerakan KB, berbeda dengan
PUS yang berpendidikan rendah yang
kurang mau tahu akan gerakan KB,
padahal dengan adanya gerakan KB maka
pembentukan NKKBS akan semakin
mudah dilaksanakan dan kesejahteraan
masyarakat akan semakin terjamin.
Disamping rendahnya pengetahuan dalam
penentuan jumlah anak dalam satu
keluarga karena rendahnya tingkat
pendidikan PUS juga berdampak pada
kurangnya pengetahuan dalam memilih
jenis alat kontrasepsi yang digunakan,
Dengan demikian Dapat dikemukakan
bahwa keadaan gerakan KB yang ditinjau
dari faktor pendidikan di Desa tidak
menjadi faktor penyebab
ketidakberhasilan gerakan KB di Desa
Parlondut .
Keadaan gerakan keluarga berencana
di Desa Parlondut ditinjau dari faktor
pekerjaan suami adalah sebagian besar
(52,50%) suami dari ibu-ibu PUS memiliki
pekerjaan di sektor pertanian sebagai
petani dengan jumlah anak yang dimiliki 1-
8 orang, hal ini berarti bahwa suami dari
ibu-ibu PUS didesa ini belum
melaksanakan gerakan KB sesuai dengan
yang direncanakan oleh pemerintah dinas
kependudukan BKKBN yakni memiliki
anak 1-2 orang, sedangkan sebagian kecil
suami dari ibu-ibu PUS (12,50%)  yang
bekerja pada sektor non pertanian yakni
sebagai honorer dengan jumlah anak yang
dilahirk1-4 orang yang berhasil mengikuti
gerakan KB sesuai yang direncanakan
pemerintah dinas kependudukan.
Selain jenis pekerjaan suami, jenis
pekerjaan istri didesa ini pada umumnya
(35,00%) ibu-ibu PUS yang memiliki
pekerjaan di sektor non pertanian sebagai
pengrajin tenun dengan jumlah anak yang
dilahirkan 1-8 orang. Hal ini berarti bahwa
ibu-ibu PUS didesa ini belum
melaksanakan gerakan KB sesuai dengan
yang direncanakan oleh Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN yakni memiliki
anak 1-2 orang, sedangkan hanya sebagian
kecil ibu-ibu PUS (10,00%) yang bekerja
pada sektor non pertanian yakni sebagai
pedagangjumlah anak yang dilahirkan 1-4
orang tidak berhasil mengikuti gerakan KB
sesuai yang diharapkan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN.
Hal ini sesuai dengan teori yang
menyatakan bahwa jenis pekerjaan
seseorang dapat menentukan banyaknya
jumlah anak yang dilahirkan dalam 1
keluarga, karena kondisi ekonomi yang
lemah akibat jenis pekerjaan yang di
sandang mengakibatkan penghasilan yang
kurang memadai sehingga mempengaruhi
dan berdampak pada daya beli masyarakat
terhadap kebutuhan pokok dan yang
lainnya termasuk kemampuan membeli
alat kontrasepsi dan partisipasinya dalam
gerakan KB, sehingga kita lihat bahwa
sebagian besar keluarga dari sosial
ekonomi rendah didesa ini yang memiliki
pekerjaan sebagai nelayan dan belah ikan
cenderung memiliki banyak anak lebih
dari 2 bahkan rata-rata mencapai 4-8
orang orang, karena kemiskinan membuat
sebagian besar mereka pasif dalam
berpartisipasi dalam gerakan KB untuk
meningkatkan kualitas diri dan
keluarganya, lain halnya dengan PUS yang
memiliki pekerjaan dengan penghasilan
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yang memadai yakni serta pengusaha yang
cenderung memiliki anak sedikit yakni 1-2
orang karena mereka berpendapatan
memadai sehingga mampu dan turut serta
dalam berpartisipasi terhadap gerakan KB
baik dalam hal pembelian alat kontrasepsi
yang digunakan maupun kemampuan
dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
serta peningkatan mutu dan kualitas anak
melalui partisipasi terhadap kegiatan
gerakan KB. Dengan demikian dapat
dikemukakan bahwa keadaan gerakan
keluarga berencana ditinjau dari faktor
pekerjaan menjadi faktor penyebab
ketidakberhasilan gerakan KB di Desa
Parlondut.
Keadaan gerakan keluarga berencana
di Desa Parlondut ditinjau dari faktor
budaya adalah sebesar (7,50%) PUS yang
mengikuti gerakan KB dengan jumlah
anak yang dilahirkan 1-6 orang dengan
alasan mengikuti budaya lama keluarga
besar keluarga bahagia, sebesar (55,00%)
PUS yang mengikuti gerakan KB dengan
jumlah anak yang dilahirkan 1-8 orang
dengan alasan mengikuti budaya lama
banyak anak banyak rezeki, sebesar
(5,00%) PUS yang mengikuti gerakan KB
dengan jumlah anak yang dilahirkan 3-6
orang dengan alasan mengikuti budaya
lama anak sebagai faktor ekonomi, sebesar
(15,00%) PUS yang mengikuti gerakan KB
dengan jumlah anak yang dilahirkan 1-4
orang dengan alasan mengikuti budaya
lama anak sebagai tempat sandaran hidup
di hari tua, sedangkan sebagian kecil
(17,500%) PUS yang mengikuti gerakan KB
tidak mengikuti budaya lama dengan
jumlah anak yang dilahirkan 1-2 orang
dengan alasan budaya baru anak
merupakan beban.
Dengan demikian dapat
dikemukakan bahwa pada umumnya PUS
yang mengikuti gerakan KB terhadap
pandangan budaya lama dengan alasan
keluarga besar keluarga bahagia, banyak
anak banyak rezeki, anak sebagai faktor
ekonomi dan anak sebagai tempat
sandaran hidup dihari tua dengan jumlah
anak lebih dari 2 orang belum mengikuti
gerakan KB sesuai yang diharapkan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN,
sedangkan sebagian kecil PUS yang
mengikuti gerakan KB terhadap budaya
baru dengan alasan anak merupakan
beban dengan jumlah anak yang
dilahirkan 1-2 orang sudah melaksanakan
gerakan KB sesuai yang diharapkan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN,
hal ini disebabkan mereka sudah melalui
pendidikan tinggi sehingga pola pikir
mereka terhadap budaya lama tidak
mempengaruhi mereka dalam penentuan
jumlah anak karena mereka memiliki
persepsi sendiri terhadap nilai dan jumlah
anak.
Hal ini sesuai dengan teori yang
menguraikan pandangan budaya lama
tentang nilai dan jumlah anak dapat
mempengaruhi pola pikir masyarakat
khusunya mereka berpendidikan rendah
bahwa keluarga besar adalah keluarga
bahagia, karena PUS menganggap bahwa
semakin besar jumlah keluarga maka akan
semakin bahagia pula keluarga tersebut
karena bagi mereka “hamoraon, hagabeon
dan hasangapon” karena besarnya jumlah
anak dalam satu keluarga menimbulkan
rasa tentram, rasa senang dan rasa bahagia
dihati orang tua, karena keramaian dan
eksistensi lebih diutamakan dari pada
jumlah keluarga yang kecil namun mereka
merasa kesepian, dengan melihat anak-
anaknya dalam satu rumah mereka tidak
merasa kesepian meskipun mereka tahu
semakin banyak anak maka akan semakin
besar pula kebutuhan yang dikeluarkan
namun hal itu tidak menjadi prioritas
utama bagi mereka, karena berkumpulnya
satu keluarga menjadi sebuah kenikmatan
tersendiri bagi mereka, Anak diyakini
dapat memberikan kebahagiaan kepada
orang tuanya, karena fungsi dan peranan
keluarga amat menentukan bagi
perkembangan kepribadian anak yang
kiranya tak dapat dipungkiri karena biar
bagaimanapun telah menjadi anggapan
umum di dalam etnis masyarakat.
Selain itu mereka juga meyakini
bahwa banyaknya jumlah anak
mendatangkan rezeki dari Tuhan YME
karena dalam diri setiap anak mengalir
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rezeki anak masing-masing sehingga
Tuhan akan menambah terus rezeki yang
Dengan demikian keadaan gerakan KB
didesa Parlondut yang ditinjau dari faktor
budaya menjadi penyebab
ketidakberhasilan gerakan KB.
Kualitas pelayanan akseptor KB yang
dimaksud pada penelitian ini adalah mutu
pelayanan yang memungkinkan Akseptor
KB secara sadar dan bebas memilih cara
mengendalikan kelahiran yang diinginkan,
aman dan terjangkau serta memenuhi
kebutuhan dan mampu memberikan
kepuasan pada klien termasuk antara lain
ketanggapan, perhatian dan keramahan
yang tulus dan waktu tunggu yang tidak
terlalu lama, yang meliputi 6 kualitas
pelayanan kepada para akseptor KB.
Pertama adalah pilihan metode
kontrasepsi. Keadaan gerakan keluarga
berencana didesa Parlondut ditinjau dari
faktor kualitas pelayanan akseptor KB
dalam hal pilihan metode kontrasepsi
adalah sebagian besar (35,00%) PUS yang
menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik
yang mengikuti gerakan KB dengan
jumlah anak yang dilahirkan 1-8 orang, hal
ini berarti mereka tidak mengikuti gerakan
KB sesuai yang diharapkan pemerintah
dinas kependudukan BKKBN, sedangkan
sebagian kecil (5,00%) PUS yang
menggunakan alat kontrasepsi jenis
vasektomi atau metode operasi pria yang
mengikuti gerakan KB dengan jumlah
anak yang dilahirkan 3-4 orang, hal ini
berarti mereka tidak melaksanakan
gerakan KB sesuai yang direncanakan dan
diharapkan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN.
Sementara keadaan gerakan KB
ditinjau dari kualitas pelayanan akseptor
KB dalam hal pilihan metode kontrasepsi
berdasarkan pemilihan alat kontrasepsi
PUS oleh pengguna layanan di Desa
Parlondut adalah sebagian besar (35,00%)
PUS yang menggunakan alat kontrasepsi
jenis suntik dengan pilihan diri sendiri
yang mengikuti gerakan KB dengan
jumlah anak yang dilahirkan 1-8 orang, hal
ini berarti mereka belum mengikuti
gerakan KB sesuai yang diharapkan oleh
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN,
sedangkan sebagian kecil (8,33%) PUS
yang menggunakan alat kontrasepsi jenis
suntik berdasarkan atas piihan bidan desa
yang mengikuti gerakan KB dengan
jumlah anak yang dilahirkan 1-2 orang, hal
ini berarti mereka sudah melaksanakan
gerakan KB sesuai yang diharapkan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN.
PUS yang menggunakan alat
kontrasepsi jenis kondom dan pil dengan
jumlah anak lebih dari 2 orang
dikarenakan PUS yang menggunakan alat
kontrasepsi jenis kondom sering
mengalami kebocoran sehingga terjadi
kehamilan  hal ini akibat dari pemilihan
alat kontrasepsi dari diri sendiri  yang
dibeli dari puskesmas maupun bidan desa.
Hal ini sesuai teori yang menyatakan
bahwa para pemakai alat kontrasepsi
dimungkinkan memiliki kerentanan
terhadap alat kontrasepsi tertentu sesuai
kondisi fisik maupun biologisnya, sehingga
dalam penggunaan jenis alat kontrasepsi
yang digunakan akseptor KB perlu
meminta rekomendasi dari petugas
kesehatan atau bidan yang lebih
mengetahui dampak positif dan negatif
alat kontrasepsi tertentu, karena jika alat
kontrasepsi yang digunakan tidak sesuai
dengan kondisi fisik atau tujuan pengguna
layanan (akseptor) dalam mencegah angka
kehamilan, akibat pilihan alat kontrasepsi
oleh diri sendiri atau tanpa rekomendasi
oleh petugas kesehatan atau bidan desa
maka akan terjadi kehamilan diluar
rencana, karena disamping memiliki
dampak fositif namun alat kontrasepsi
juga mempunyai dampak negatif yang
disebabkan kesalahan Pemberi layanan
(petugas kesehatan)  maupun akibat
adanya kelalaian dari pengguna layanan
(akseptor KB) seperti tidak menggunakan
alat kontrasepsi sebelum melakukan
hubungan suami istri karena lupa atau
digunakan secara tidak teratur (tidak
sesuai kebutuhan akseptor KB) sebagai
dampak negatif dan kelemahan dari
masing-masing jenis alat kontrasepsi itu
sendiri atau kesalahan pengguna layanan.
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Kedua adalah kualitas pemberian
informasi. Keadaan gerakan keluarga
berencana didesa Parlondut ditinjau dari
faktor kualitas pelayanan akseptor KB
dalam hal kualitas pemberian informasi
adalah sebagian besar (22,50%) PUS yang
mengikuti gerakan KB yang menjawab
bahwa pemberian informasi oleh petugas
kesehatan terhadap responden sebagai
pengguna layanan tentang jenis alat
kontrasepsi, dampak serta penggunaannya
cukup jelas dengan jumlah anak yang
dilahirkan 7-8 orang, hal ini berarti bahwa
mereka belum melaksanakan gerakan KB
sesuai yang harapan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN, sementara
sebagian kecil 57,50%) PUS yang
mengikuti gerakan KB yang menjawab
bahwa pemberian informasi oleh petugas
kesehatan terhadap PUS sebagai pengguna
layanan tentang jenis alat kontrasepsi,
dampak serta penggunaannya kurang
jelas dengan jumlah anak yang dilahirkan
1-6 orang, hal ini berarti mereka sudah
mengikuti gerakan KB sesuai yang
direncanakan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN sementara
sebagian kecil (2000%) Pus yang
mengikuti gerakan KB yang menjawab
bahwa pemberian informasi oleh petugas
kesehatan terhadap PUS sebagai pengguna
layanan tentang jenis alat kontrasepsi,
dampak serta penggunaanya kurang jelas
dengan jumlah anak yang dilahirkan 1-2
orang, hal ini berarti mereka sudah
mengikuti gerakan KB sesuai yang
direncanakan peerintah Dinas
Kependudukan BKKBN.
Hal ini tidak sesuai teori yang
menyatakan bahwa penyampaian
informasi oleh petugas kesehatan terhadap
akseptor KB dalam hal penyampaian jenis-
jenis alat kontrasepsi, dampak dan
penggunaannya menjadi salah satu
indikator keberhasilan gerakan KB karena
informasi yang diberikan oleh petugas
kesehatan melaui sosialisasi/ penyuluhan
yang dilakukan petugas kesehatan menjadi
acuan atau gambaran kepada akseptor KB
tentang manfaat ber-KB sehingga memicu
dan mendorong PUS untuk turut serta
dalam pemakaiannya dibuktikan dengan
banyaknya jumlah PUS yang menjawab
kurang jelas yang memiliki anak lebih dari
2 orang sementara yang menjawab jelas
hanya memiliki anak 1-2 orang. Dengan
demikian kualitas pelayanan akseptor KB
dalam hal kualitas pemberian informasi
tidak menjadi salah satu penyebab
ketidakberhasilan gerakan KB di Desa
Parlondut.
Ketiga adalah kemampuan teknis
petugas yang dapat dilihat dari seberapa
besar kinerja petugas kesehatan dalam
menarik PUS untuk berperan
aktif/berpartisipasi dalam kegiatan
gerakan KB dalam hal ini dapat dicermati
dari partisipasi PUS dalam mengikuti
setiap kegiatan sosialisasi/penyuluhan
yang diadakan oleh petugas kesehatan
dibalai desa selama 12 kali dalam setahun.
Keadaan gerakan keluarga berencana
didesa Parlondut ditinjau dari faktor
kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
kemampuan teknis petugas adalah
sebagian besar (22,50%) PUS yang
mengikuti gerakan KB yang hanya 1-3 kali
dalam mengikuti sosialisasi/penyuluhan
gerakan KB oleh petugas keseshatan
dibalai desa yang diadakan selama
freskuensi 3 bulan sekali dengan jumlah
anak yang dilahirkan 4-8 orang, sebesar
(35,00%) PUS yang mengikuti gerakan KB
yang hanya 3-6 kali dalam mengikuti
sosialisasi/penyuluhan gerakan KB oleh
petugas keseshatan dibalai desa yang
diadakan selama freskuensi 3 bulan sekali
dengan jumlah anak yang dilahirkan 1-8
orang, sebesar (25,00%) PUS yang
mengikuti gerakan KB yang 6-9 kali dalam
mengikuti sosialisasi/penyuluhan gerakan
KB oleh petugas keseshatan dibalai desa
yang diadakan selama freskuensi 3 bulan
sekali dengan jumlah anak yang dilahirkan
1-6 orang, sedangkan sebagian kecil
(17,50%) PUS yang mengikuti gerakan KB
secara rutin yakni sebanyak 10-12 kali
dalam mengikuti sosialisasi/penyuluhan
gerakan KB oleh petugas kesehatan dibalai
desa yang diadakan selama freskuensi 3
bulan sekali dengan jumlah anak yang
dilahirkan 1-2 orang. Dengan demikian
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dapat dikemukakan bahwa pada umumnya
PUS yang mengikuti gerakan KB tidak
rutin/tidak kontinu memiliki anak lebih
dari 2 orang, ini berarti mereka belum
berhasil melaksanakan gerakan KB sesuai
harapan Pemerintah Dinas Kependudukan
BKKBN, sementara sebagian kecil PUS
yang mengikuti gerakan KB secara
rutin/kontinu dengan jumlah anak 1-2
orang yang berhasil mengikuti gerakan KB
sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah
Dinas Kependudukan BKKBN.
Hal ini sesuai teori yang menyatakan
bahwa kemampuan teknis petugas dalam
hal mempengaruhi dan merangkul
masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi
dalam gerakan KB dalam hal mengikuti
sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan
oleh petugas kesehatan menjadi alat untuk
memperkenalkan kepada masyarakat
tentang pentingnya ber-KB demi
meningkatkan mutu dan kesejahteraan
keluarga melalui pendewasaan usia
perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga,
peningkatan kesejahteraan keluarga kecil,
bahagia dan sejahtera sesuai tujuan
BKKBN. Dengan demikian kualitas
pelayanan akseptor KB dalam hal
kemampuan teknis petugas menjadi salah
satu penyebab ketidakberhasilan gerakan
KB di Desa Parlondut.
Keempat adalah hubungan
interpersonal antara petugas kesehatan
dan akseptor KB dalam hal ketepatan
waktu, sikap responsif dan menghargai
pemakai layanan (akseptor KB) dapat
diketahui atas dasar persepsi PUS.
Keadaan gerakan keluarga berencana
didesa Parlondut ditinjau dari faktor
kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
kemampuan teknis petugas adalah
sebagian besar (25,00%) PUS yang
menjawab cukup baik dalam hal
hubungan interpersonal antara petugas
kesehatan dengan PUS yang mengikuti
gerakan KB dalam hal ketepatan waktu,
sikap responsif dan sikap penghargaan
dengan jumlah anak yang dilahirkan 3-8
orang, ini berarti bahwa mereka tidak
mengikuti gerakan KB sesuai harapan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN,
sedangkan hanya sebagian kecil (17,50%)
PUS yang menjawab kurang baik dalam
hal hubungan interpersonal antara petugas
kesehatan dengan PUS sebagai pengguna
layanan dalam hal ketepatan waktu, sikap
responsif dan sikap penghargaan dengan
jumlah anak yang dilahirkan 5-8 orang, ini
berarti bahwa mereka tidak melaksanakan
gerakan KB sesuai harapan Pemerintah
Dinas Kependudukan BKKBN.
Hal ini tidak sesuai teori yang
menyatakan bahwa baik tidaknya
hubungan petugas kesehatan pada
akseptor KB sebagai pengguna layanan
akan menjadi, dalam hal ini PUS
menyatakan kurangnya pelayanan, baik
dalam bentuk keramah tamahan maupun
sifat terbuka, ketepatan waktu, antusias
dan sikap menghargai petugas kesehatan
yang pandang bulu pada akseptor KB, yang
membuat para akseptor KB tidak begitu
yakin dan ragu-ragu serta pasif dalam
penggunaan alat kontrasepsi karena belum
mendalamnya pengetahuan dalam hal
pemberian informasi terkait jenis-jenis,
manfaat, dampak serta cara penggunaan
alat kontrasepsi disamping keakraban
yang belum terjalin dengan baik oleh
akseptor KB dengan petugas kesehatan
membuat PUS sebagai akseptor pasif dan
ada keinginan untuk tidak melanjutkan
penggunaan alat kontrasepsi yang
direkomendasikan oleh petugas kesehatan
kepada para akseptor. Dengan demikian
kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
hubungan interpersonal antara petugas
kesehatan dengan akseptor KB tidak
menjadi salah satu penyebab
ketidakberhasilan gerakan KB di Desa
Parlondut.
Kelima adalah mekanisme pelayanan
petugas kesehatan dapat dicermati dalam
dua hal yaitu berdasarkan kemudahan PUS
sebagai akseptor KB dalam memperoleh
alat kontrasepsi yang digunakan dan
penyedia layanan (apotik, bidan dan
PPKBD) dalam pengadaan alat kontrasepsi
bagi akseptor KB.
Keadaan gerakan keluarga berencana
didesa Parlondut ditinjau dari faktor
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kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
mekanisme pelayanan adalah sebagian
besar (87,50%) PUS yang mengikuti
gerakan KB menjawab tidak kesulitan
dalam memeproleh alat kontrasepsi didesa
ini dengan jumlah anak yang di lahirkan 1-
8 orang, hal ini berarti mereka tidak
berhasil dalam melaksanakan gerakan KB
sesuai harapan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN, disisi lain
responden tidak ada yang mengalami
kesulitan dalam memperoleh alat
kontrasepsi. Sementara dalam hal
ketersediaan alat kontrasepsi oleh
pengguna layanan bahwa sebagian besar
(42,50%) PUS yang mengikuti gerakan KB
memperoleh alat kontrasepsi didesa ini
dari Pukesmas dengan jumlah anak yang
di lahirkan 1-6 orang, hal ini berarti
mereka yang membeli alat kontrasepsi dari
Puskesmas tidak mengikuti gerakan KB
sesuai yang direncanakan Pemerintah
Dinas Kependudukan BKKBN, sedangkan
sebagian kecil (17,50%) PUS yang
mengikuti gerakan KB memperoleh alat
kontrasepsi didesa ini dari rumah sakit
dengan jumlah anak yang di lahirkan 3-8
orang, hal ini berarti mereka tidak
melaksanakan gerakan KB sesuai harapan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN.
Hal ini tidak sesuai teori yang
menyatakan bahwa ketersediaan dalam
memperoleh alat kontrasepsi sebagai
fungsi penyedia layanan oleh petugas
kesehatan kepada akseptor KB menjadi
salah satu tolak ukur keinginan akseptor
KB untuk tetap melanjutkan penggunaan
alat kontrasepsi, karena semakin sulit daya
jangkau atau ketersediaan dalam
memperoleh alat kontrasepsi maka akan
semakin rendah pula keinginan PUS dalam
ber-KB atau berdampak kepada
keberlangsungan pemakaiannya. Dalam
hal ini jauhnya jarak tempuh yang dekat
dari rumah penduduk ke tempat penyedia
layanan alat kontrasepsi seperti
puskesmas, dan PPKBD sertabidan desa
tidak membuat akseptor KB merasa
kesulitan untuk tetap menjalankan
gerakan KB namun sebagian mereka
memutuskan untuk tidak ber-KB
sementara waktu karena hal ini sering
dijadikan sebagai alasan PUS untuk tidak
ber-KB. Padahal untuk memperoleh alat
pelayanan KB PUS tidak dikenakan biaya
karena pemerintah Kabupaten Samosir
sedang menggalakkan gerakan KB ini
dalam 5 tahun terakhir dalam rangka
menyukseska program pemerintah pusat.
Dengan demikian kualitas pelayanan
akseptor KB dalam hal mekanisme
pelayanan tidak menjadi salah satu
penyebab ketidakberhasilan gerakan KB di
Desa Parlondut.
Keenam, adalah ketepatan konstelasi
pelayanan akseptor KB dapat dilihat dari
tingkat kepuasan akseptor KB terhadap
informasi dan pelayanan yang diberikan
petugas kesehatan baik dalam hal waktu,
tempat pelayanan maupun sikap serta
ketersediaan penyedia layanan dalam
pelayanan yang ditawarkan.
Keadaan gerakan keluarga berencana
didesa Parlondut ditinjau dari faktor
kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
Ketepatan Konstelasi pelayanan akseptor
KB adalah sebagian besar (30,00%) PUS
yang mengikuti gerakan KB menjawab
puas terhadap pelayanan yang diberikan
oleh petugas kesehatan kepada responden
sebagai pengguna layanan (akseptor KB)
dalam hal yang memadai maupun
pelayanan lain yang diberikan dengan
jumlah anak yang dilahirkan 1-2 orang, hal
ini berarti mereka yang membeli alat
kontrasepsi dari Puskesmas tidak
mengikuti gerakan KB sesuai yang
direncanakan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN, sedangkan hanya
sebagian kecil (65,00%) PUS yang
mengikuti gerakan KB menjawab kurang
puas terhadap pelayanan yang diberikan
oleh petugas kesehatan kepada responden
sebagai pengguna layanan (akseptor KB)
dalam hal penyediaan waktu dan tempat
pelayanan yang memadai maupun
pelayanan lain yang diberikan dengan
jumlah anak yang dilahirkan 5-8orang, hal
ini berarti mereka yang membeli alat
kontrasepsi dari puskesmas tidak
mengikuti gerakan KB sesuai yang
direncanakan pemerintah Dinas
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Kependudukan BKKBN sedangkan hanya
sebagian keci (12,50%) PUS yang
mengikuti gerakan KB menjawab kurang
puas terhadap pelayanan yang  diberikan
oeh petugas kesehatan kepada responden
sebagai pengguna layanan (akseptor KB)
daam hal penyediaan waktu dan tempat
pelayanan yang memadai maupun
peayanan lain yang diberikan dengan
jumlah anak yang dilahirkan 7-8 orang, hal
ini berarti mereka tidak melaksanakan
gerakan KB sesuai harapan Pemerintah
Dinas Kependudukan BKKBN.
Hal ini tidak Sesuai Teori hal ini
dikarenakan tingkat kepuasan PUS
berbeda-beda dalam hal pelayanan yang
diberikan, semakin tinggi tingkat
kepuasan penggunan layanan (akseptor
KB) yang diberikan petugas kesehatan
maka akan semakin mantap pula
keputusannya dalam ber-KB terutama
dalam penentuan jumlah anak yang
dilahirkan, karena hal tersebut sangat
mempengaruhi keikutsertaan PUS dalam
menjalankan gerakan KB apabila
pelayanan yang diberikan sesuai harapan
akseptor KB karena berhasil tidaknya
gerakan KB tergantung juga pada penyedia
layanan atau petugas kesehatan dalam
memuaskan akseptor KB sebagai
pengguna layanan sehingga tepat pada
sasaran sehingga sesuai dengan tujuan
yang diharapkan. Dengan demikian
kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
Ketepatan konstelasi pelayanan akseptor
KB tidak menjadi salah satu penyebab
ketidakberhasilan gerakan KB di Desa
Parlondut.
SIMPULAN
Keadaan gerakan keluarga berencana
di Desa Parlondut di tinjau dari faktor
umur bahwa sebagian besar (47,50%) PUS
yang mengikuti gerakan KB menikah pada
umur 25-29 tahun dengan jumlah anak
lebih dari 2 orang sehingga tidak berhasil
dalam mengikurti gerakan KB sesuai yang
diharapkan Pemerintah. Keadaan gerakan
keluarga berencana di Desa Parlondut di
tinjau dari faktor pendidikan bahwa pada
umumnya (67,50%) PUS yang
berpendidikan SD dan SMA yang
mengikuti gerakan KB memiliki anak lebih
dari 2 orang sehingga tidak berhasil dalam
mengikurti gerakan KB sesuai yang
diharapkan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN. Keadaan gerakan
keluarga berencana di Desa Parlondut di
tinjau dari faktor pekerjaan suami bahwa
sebagian besar (47,50%) suami dari ibu-ibu
PUSmemiliki pekerjaan di sektor pertanian
sebagai petani memiliki anak lebih dari 2
orang, sehingga tidak berhasil dalam
mengikurti gerakan KB sesuai yang
diharapkan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN, mengikuti
gerakan KB sesuai yang diharapkan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN.
Keadaan gerakan keluarga berencana di
Desa Parlondut di tinjau dari faktor
budaya bahwa pada umumnya PUS yang
mengikuti gerakan KB dengan pandangan
budaya Batak Toba  dengan alasan anak
sebagai penerusklan (marga) (100%),
dengan jumlah anak lebih dari 2 orang
tidak berhasil dalam mengikurti gerakan
KB sesuai yang diharapkan Pemerintah
Dinas Kependudukan BKKBN. Keadaan
gerakan keluarga berencana di Desa
Parlondut di tinjau dari faktor kualitas
pelayanan akseptor KB dalam hal pilihan
metode kontrasepsi bahwa sebagian besar
(35,00%) PUS yang menggunakan alat
kontrasepsi jenis suntik atas rekomendasi
sendiri (67,50%)dengan jumlah anak lebih
dari 2 orang tidak berhasil mengikuti
gerakan KB sesuai yang diharapkan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN.
Keadaan gerakan keluarga berencana di
Desa Parlondut di tinjau dari faktor
kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
kualitas pemberian informasi bahwa
(79,00%) PUS yang berhasil mengikuti
gerakan KB sesuai yang diharapkan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN
asalah PUS yang menjawab menjawab
informasi yang diberikan petugas
kesehatan tentang alat kontrasepsi sudah
jelas dengan jumlah anak 2 orang
Keadaan gerakan keluarga berencana di
Desa Parlondut di tinjau dari faktor
kualitas pelayanan akseptor KB dalam hal
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kemampuan teknis petugas bahwa
sebagian besar (82,50%) PUS yang
mengikuti sosialisasi/penyuluhan gerakan
KB secara  tidak rutin/ tidak kontinu (1-9
kali dalam setahun) memiliki anak lebih
dari 2 orang sehingga tidak berhasil
mengikuti gerakan KB sesuai yang
diharapkan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN. Keadaan gerakan
keluarga berencana di Desa Parlondut di
tinjau dari faktor kualitas pelayanan
akseptor KB dalam hal hubungan
interpersonal bahwa sebagian besar
(25,00%) PUS yang menjawab baik dalam
hal  hubungan interpersonal antara
petugas kesehatan dengan PUS yang
mengikuti gerakan KB dengan jumlah
anak 1-2 orang berhasil mengikuti gerakan
KB sesuai yang diharapkan Pemerintah
Dinas Kependudukan BKKBN. Keadaan
gerakan keluarga berencana di Desa
Parlondut di tinjau dari faktor kualitas
pelayanan akseptor KB dalam hal
mekanisme pelayanan berdasarkan
ketersediaan alat kontrasepsi bahwa
sebagian besar (87,50%) PUS yang
menjawab tidak kesulitan dalam
memperoleh alat kontrasepsi dengan
jumlah anak lebih dari 2 orang tidak
berhasil mengikuti gerakan KB sesuai yang
diharapkan Pemerintah Dinas
Kependudukan BKKBN. Keadaan gerakan
keluarga berencana di Desa Parlondut di
tinjau dari faktor kualitas pelayanan
akseptor KB dalam hal ketepatan kostelasi
pelayanan akseptor KB bahwa (30,00%)
PUS yang menjawab puas terhadap
pelayanan yang diberikan oleh petugas
kesehatan kepada akseptor KB sebagai
pengguna layanan dalam hal penyediaan
waktu dan tempat pelayanan yang
memadai maupun pelayaanan lain dengan
jumlah anak 1-2 orang berhasil mengikuti
gerakan KB yang sesuai yang diharapkan
Pemerintah Dinas Kependudukan BKKBN.
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